PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMORY TAHUN 2022

TENTANG

FPEMBENTUHKAN,

ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAESANAAN TEKNIS
DAERAH SATUA

N PENDIDIKAN PADA DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HKABUPATEN PESAWARAN

HUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7
Feraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomar 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetaplean oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimalksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelakeanaan
tugas teknis oprasional dan/atau telmis penunjang Dinas dan
Badan Dacrah dalam meningkatkan pelayanan  kepada
masvarakat i daeral agar berjalan lancar tertils, berdayaguna,
dar  berhasilguna perlu menetapkannya dengan  Peraturan
Fupar

bahwa berdasarkan pertimbangan

hurul a dan hurul b di atas, dipandang perlu membentyk
Peraturun Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

srbagaimana  dimaksud

Mengingar 1. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undsng Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 N
Lembaran Megara Republik Indonesia N

Undang Namor 12, Tahun 201} lenlang Pembentukan Peraturan
Perundang:urdangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomar 82, Tambahan Lembaran Megara
Indemesia Nomor 9234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang—llndmg Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas
Undang-Undang Nomar |2 Tahun 2011 tentang Permbentukan
Peraturan F‘tn-l'ndn_ng-undmm (Lembaran Megara Republik
Indonesi Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6398); o

Indenesia
Fepublik
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Hegara (Lembaran Negara Republik

Momor &, Tambahan
Nomaor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Daerah (Lembaran Negara Repub
Momur 244, Tambahan Lembaran

lentang Aparatur Sipil
Indonesia Tahun 2014

Lembaran Megara Republik Indonesig

2014 tentang Pemerintahan
lik Indonesia Tahun 2014
Negara Republik Indenesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1! Tahun 2020 tentang Cipta
Kena [Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran
RO THITE L R
L4 Ur‘n‘!angN‘

Pz:rundang-unda.ng;an
Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan

Indonesia MNemor 9234), sebagaimana telah

Negara Republik Indonesia

amur 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik
diubah dengan

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-und
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Republik Indonesia Nomor 6398);

b Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2
Hegara [Lembaran Negara Republ
Nomor 6., Tambahan
Nemeor 5494);

angan (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

014 tentang Aparatur Sipil
ik Indonesia Tahun 2014

Lembaran Megara Republik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Tahun 2014

Mamni 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
fomor 208/7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2
hena |Lembaran MNegara Republik
Nomor 245, Tambahan Lembaran Ne

Momor 6573);

9. Undang-Undang Momor 20 Tahun

Pemerintahan  [Lembaran Negara  Republik

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan
Indonesia Nomor 5601);

020 tentang Cipia
Indonesia Tahun 2020
gara Republik Indanesia

2014 tentang Administrasi
Indonesia
Lembaran Negara Republik

:0. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republ
Nomor 114, Tambahan Lembaran

Nomor 5887), sebagaimana telah

ik Indonesia Tahun 2016
Negara Republik Indonesia
diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tnhun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Megara

PR Do beiesia Mo 402,

P Meraturen  Pemerntah Momar |
Fengelolaan Kevangan Daerah

Republik Indonesia Namor 6322);

2 Tahun 2019 fentang

ilLembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Momear 42, Tambahan Lem

baran Negara
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negarsa Republik Indonesia Tahun 2018
Homar 157);

ahun 2015 tentang

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoar 12 Tahun 2017 tentang
Peanman ‘embeniukan dan Klasifikas: Labang Mnas dar Uns!
Pelaksana Teknis Daerah;

14,

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Klasifikasi. Kodefikasi dan Momenklatur, Perencanzan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonegia Tahun 2019 Nomor 1447

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Momor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tahun 2021 Nemor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93

| H
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun 202]

Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

tentang Kedudukan,
Dinas Pendidikan dan

Menetapkan - PERATURAN EUPATI TENTANG FEMBENTUKAN UNIT FELAHBANA
TEKNIB DAERAH BATUAN PEN

DIDIEAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN HABRUPATEN PESAWARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1 Caerah adalah Kabupatsn Pesawaran.
2.  Bupati adalah Bupati Pesawaran,

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawararn

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawarar.

3. Unit Pelaksana Teknis

Dacrah yang selanjutnya disin
unit pelaksana tugas t

: gkat UPTD adalah adalah

. eknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
danfatau kegiatan Leknis PEMURJANE tertenty pada Dinas Pendidikan dan
Bebiiloaan Kabupaten Pesawarnn

~aluan Verdhidikan adalak Uril Pelaksana Tekn

J 5 [aerah Sawan Pendidikan
Itk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal d,
kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidilkan Farmai
Layanar Pendidi

Pendidikan anga

YaNg selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok
kan yang menyelen

: ol Frogram Pendidikan Farmal meliput
k Usia Dini dan Pendidikan Dasar
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8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah
Kelompok Layanan Pendi

dikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal,

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran,

10. Satvan Pendidikan Formal Taman
rheinghar SPF TK Meger adalah Sat

E LT AR o I L R T

Kanak-kanak Negeri yang selanjutnva
uan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

Satuan Penduhkan Formal Sekolah Dagar Negeri yang selanjuinya disingkat SPF
SU Megen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Megeri di Kabupaten
Pesawaran.

V2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya
disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Fermal Sekolah Menengah
Pertama Megeri di Kabupaten Pesawaran,

13, Satuan Pendidikan Men PFormal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya

disingkat SPNF SKB adal '

Belajar di Kahupaten

yang menyelen
14. Program Pendidikan Mon Forma) yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidilan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  ketrampilan  dan pelatinan kerja, pendidikan kesetaraan, serta
vosbibwa B vame ditujakin aniek mengembangkan kemampuan PeEserta
ihatlok,

|3 Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjummya disinghat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia § (enam) tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membanty pertumbubhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memilild kestapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
I6. Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

dan tugas
keterampilan tertentu.

pada keahlian dan atau

BAB I1
PEMEBENTUKAN
Pasal 2
"V Dengan Peraturan Bupat ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendidib-an pada Dinas. tedin atar
S TK Negen,
aHF S0 Negen,
SPF SMP Negeri: dan
SPNF Sanggar Hegiatan Belajar.

a oo ¥

(2] Nomenklatur UPTD

3 Satuyan Pendidikan tercan
bagian yang tidak te

tum pada Lampiran | sebaga
rpisahkan dari Peraturan By

pati ini.
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(2]

(R]]

(2]

BAE I11
KEDUDUILAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Baglan Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

LITTH satuan Pendidiken sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur peiaksana teknis Dinans yang melaksanakan :

a. kegialan teknis operasional; danjatay
b. kegatan teknis penunjang tertentuy.

UPTD Batuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan scbagaimana yang dimaksud pada ayat (2]
merupakan jabatan f(ungsional guru bagei B8PF dan pamong belajar bagi SENF

sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Baglan Hedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dar :
a. hepala Sekolah;

b. Kelompok Jabatan Fungsional: dan
¢ Kelompok Jabatan Pelaksang,

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidilkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Feraturan
Bupati ini.

EAB IV
TUGAS DAN FUNGS]

Baglan Hesaty
Dmum

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan adalah Hepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar,

melaksanaan dar, pengaturan proses belajar mengajar:
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(1)

2

(1]

b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
¢. melaksanakan pembinaan

dan  pengorganisasian pendidik, tenaga
kependidikan di sekalah

Voa B mate Vit melad (B0 el lnmdapfuidbepd: ot en b Pf'-tll.lll.'ni lJ'-L‘IIn..
i melacsanakan afdminisisag

ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan. sarana
prasand dan keuangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.

E. melaiksanaan fungsi lzin yang diberkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Baglan Kedus
Hepala Sekolah

FPasal &

Kepala Srkolah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul a merupakan

jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

v NP gurganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan MERgawas proses
kegiatan belajar mengajar,

b. menvelenggarakan administrasi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan,  kurikulum, kesiswaan,
ketalausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan

€. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud
merupakan guru atau pamong belajar yang mempuny
scbagian tugas Satuan Pendidikan sesusi dengan keah
Aalam melaksanakan tugssnva herada
rl il ose R LHE

pada pasal 4 huruf b
ai tugas melaksanakan
lian dan kebutuhan yang
dihawah dan hertanggung jawab kepada

houiompeh Jabalan Fun

gsiwnal sebagamana dimaksud pada ayar (1} mempunyas
furgsi

a. melakzanakan pembuatan perangkat pembelajaran,

b. melaksanakan kegiatan pembzlajaran;

€ melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pemnhelajaran:
d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
c.

menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
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(4

i1

12

f. melaksanakan pengimbasan pengetahwian kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar;

ahtsachan prmbuaitac: alat pelagaran falat peraga,

Hirtumtignkembangkan sikap dan prugembangan karakier posiii peseria
didik,

1. mengadakar Pengeémbangan program Pengajaran yang menjadi anggung
jawnbnya;

J. membuat catatan tenitang kemajuan hasil belajar;
mengisid an menelit daftar hadir siswa sebelum memula) pelajaran;
melaksanakan tugas lain sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan HKeempat
Keloempok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Velamenl  lahatan Pelnkanng srhagnimana dimakeud
mrrupekan  enagas  keoenddikan bertugas melaksanakan administrasi,
benpelulhan dan pelavanan teknis uniuk MENUNjang proses pendidikan pada
Satuan Pendidikan, yang dalam me

laksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

pada pasal 4 hurul ¢

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dar Jabatan pelaksana,

Kelompok Jabatan Pelaksang dapat terdiri dan :
a, Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Heuli:ngm;

€. Pengndministrasi Kepegawaian; dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesugj ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, Jenis,

kebutuhan dan beban
kerja,

BAB V
HOORDINATOR WILAYAH HKECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam rargka percepatan dan efisiensi sera koordinasi layanan administras
pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kera non struktural pada
kecamatan di wilayah Daerah,

setiap
yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh scorang Koordinator yang berasal dar pengawas sekolah

wisamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil

:'_";E?"“m lm"':“}’ﬂ yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
i [ e
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e Wonay ali hevaindian Bidang Pendidikan scbagaimana dimaksud pada

wat 11y dangial dan diberhentikan  oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
prrsciujuan Bupal

41 Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana seérta pegawai Aparatur

Sipil Negara vang sebelumnya digunakan unit pelaksana tekniz daerah
Pendidikan Kecamatan,

[3)  Koordinator Wilayah Kecamatun Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

6] Koordinutor Wilayah Kecamatan Bidang
ayat (1). mempunyaj fungsi :

8. meclaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah keganya;

Pendidikan sebagaimana dimalsud pada

b melaksanakan HeRgadministrasian usul kenatkan pangkat dan angka kredir
Pendnlih dan wnaps kopendidikan,
r melaksanakan koordinasi lomba-lomba i wilayah kerjanva;
d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah: dan
¢ melaksanakan pelaporan pelaksanaan Tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanskan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompol
Jabatan Fungsicnal dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasl baik intern dan/atau antar
unit lainnya.

(2] Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
v Sla el pernpangat agar mengambil langkah-langkah vang diperlukan

SCHAR pIMpInan  satuan  organisasi bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoonlinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.

(%] Setiap pimpinan satuan organisasi
bertangpung jawab pada alasannva
berkala tepat waktu,

(3] Setap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunekan sebagai bahan untulk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan Petunjuk kepada bawahannya,

(6] Dalam menyampaikan laporan masing-maning kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
Masing=masing serta menyampaikan laporan
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BAB VI
HETENTUAN PENUTUP

Fagal 11

hepala Sekolah. Jabatan

Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuaj dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pada saal Peraituran ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bu

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dacrah Satuan Pendidikan Pade Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatalkan tidalk berlaloy.

FPasal 13

Beemevrnn My poari imi miilai herlaky sPiak tanppal H:undangl-:n.n

Apiv seliap areng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat in
dctigan penempatannya dalam Benta Dae

rah Kabupaten Pesawar

Ditetapkan di Gedeng Tataan
Pada tanggal 3 Janwari oPp

Diundangkan dj Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jampary 2022

Plh. SEKRETARIS I-u./wﬁm PESAWARAN,

8
BERITA DAEFAH KABUPATEN FESAWARAN TAWUN 2022 NOMOR 535
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